Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/M-IND/PER/2/2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 90/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D)

SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

b.

1

Baja Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) yang diberlakukan secara
Wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-1ND/PER/8/2010,
dan memberikan kesempatan kepada produsen dalam penyediaan kelengkapan
sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu mengubah
ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 90/M-
IND/PER/8/2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan
Canai Dingin (Bj.D) SecaraWajib;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 90/M-IND/PER/ 8/2010
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJD) SECARA
WAJIB.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010
tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan
Gulungan Canai Dingin (Bj.D) Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

10.

11.

12.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-
SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikass Produk kepada produsen yang mampu
memproduksi Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sesuai
persyaratan SNI.

Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah
lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda
SNI.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan
pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah
lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan
sertifikasi  serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan
laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawal Negeri Sipil di pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau
jasa di lokasi produksi dan diluar lokasi kegiatan produks yang SNinya
telah diberlakukan secara wajib.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perindustrian.

Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Baja
Lembaran Dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) pada Direktorat Jenderal
Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.

BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri,
Kementerian Perindustrian.

Dinas Provinsi adalah Dinas yang menyelengarakan urusan pemerintahan
bidang perindustrian.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota yang
menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai

berikut:


http://www.djpp.depkumham.go.id

